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2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-
penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu

beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

2.1.1 Mahfuz Judeh (2011)

Mahfuz Judeh meneliti tentang “Role Ambiguity and Role Conflict as
Mediators of the Relationship between Orientation and Organizational
Commitment”. Hasil penelitian Mahfuz menunjukkan bahwa ada moderasi
signifikan ambiguitas peran dan konflik peran pada hubungan antara
sosialisasi dan komitmen organisasi karyawan. Temuan ini menunjukkan
bahwa karyawan baru yang menerima program sosialisasi mengalami
tingkat konflik peran lebih tinggi, dan akibatnya komitmennya terhadap
atasan dan organisasi masih kurang. Konflik peran adalah prediktor statistik
signifikan dari komitmen yang menunjukkan bahwa individu yang memiliki
tingkat konflik peran lebih tinggi cenderung kurang berkomitmen untuk
organisasi.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan Mahfuz adalah pertama, studi
ini dilakukan dalam waktu tertentu, sementara hasilnya bisa lebih berubah

jika itu dilakukan secara longitudinal yang akan meningkatkan keandalan



hasil, karena tanpa menggunakan studi longitudinal, kami tidak dapat
memahami hubungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kedua, penelitian
ini terbatas pada perusahaan telekomunikasi di Yordania sebagai studi
kasus. Menambahkan variabel yang berbeda yang mungkin berdampak pada

komitmen organisasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah:
Persamaan penelitian Mahfuz dengan penelitian ini adalah meneliti
mengenai konflik peran. Periode penelitiannya juga sama yaitu tahun 2011.

Sama dalam hal menggunakan kuisioner sebagai media pengumpulan data.

Perbedaan dengan penelitin ini adalah:

Variabel konflik peran (Role conflict) digunakan oleh Mahfuz
sebagai variabel moderating, sedangkan penelitian ini konflik peran sebagai
variabel antecedent (variabel pemicu). Sampel yang digunakan dalam
penelitian Mahfuz adalah karyawan yang bekerja di perusahaan
Telekomunikasi negara Yordania, sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Surabaya.

2.1.2 Dwi Cahyono dan Imam Ghozali (2002)
Dwi Cahyono dan Imam Ghozali meneliti tentang “Pengaruh Jabatan,
Budaya Organisasional dan Konflik Peran terhadap Hubungan Kepuasaan

Kerja dengan Komitmen Organisasi”. Hasil penelitian Dwi dan Imam



menyimpulkan bahwa pertama, komitmen organisasi mempunyai pengaruh
terhadap kepuasan kerja. Kedua, budaya organisasi berpengaruh positif
terhadap komitmen organisasi. Ketiga, konflik peran berpengaruh negatif
terhadap kepuasan kerja dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi.
Keterbatasan penelitian Dwi dan Imam adalah penelitiannya
menggunakan metode survey melalui kuisioner, sehingga simpulan
didasarkan pada jawaban disetiap instrumen. Kelemahan dari metode survey
yaitu internal validity. Alat ukur untuk jabatan organisasi menggunakan staff,
senior, dan manajer, sehingga dimungkinkan responden tidak mengerti
dengan pemilihan data tersebut. Sampel penelitian Dwi dan Imam hanya
pada Kantor Akuntan Publik yang kecil yaitu di Ujung Pandang, Denpasar,

Surabaya, Malang, dan Semarang (di luar Jakarta).

Persamaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaan penelitian Dwi dan Imam dengan penelitian ini adalah
menggunakan variabel jabatan organisasi dan konflik peran sebagai variabel
antecedents (variabel pemicu). Pengumpulan datanya menggunakan media

yang sama Yaitu kuisioner.

Perbedaan dengan penelitin ini adalah:
Perbedaan penelitian Dwi dan Imam dengan penelitian ini adalah
Pneletian Dwi dan Imam menggunakan komitmen organisasi dan kepuasan

kerja sebagai variabel consequences. Penelitian ini menggunakan variabel
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kepercayaan organisasi dan komitmen profesi sebagai variabel consequences.
Periode pengamatan yang dilakukan penelitian Dwi dan Imam adalah tahun
2002, sedangkan penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2011.
Sampel yang digunakan dalam penelitian Dwi dan Imam adalah staff akuntan
publik di wilayah Ujung Pandang, Denpasar, Surabaya, Malang dan
Semarang, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pegawai Kantor

Pelayanan Pajak di wilayah Surabaya.

2.1.3 Agus Arianto Toly (2001)

Agus Arianto Toly meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Turnover Intentions pada Staf Kantor Akuntan Publik”. Hasil
penelitian menunjukkan terdapat beberapa hipotesis yang ditolak setelah
koefisien korelasi Pearson tidak menunjukkan arah hubungan seperti yang
dihipotesiskan. Hipotesis yang diterima semakin tinggi komitmen
organisasional pada staf akuntan, semakin rendah keinginan berpindah kerja,
semakin tinggi komitmen organisasional staf akuntan, semakin tinggi pula
kepuasan kerja staf akuntan, semakin tinggi ketidakjelasan peran yang
dihadapi staf akuntan, semakin tinggi job insecurity yang dirasakan, dan
semakin tinggi kemungkinan perubahan organisasional pada kantor akuntan,
semakin besar job insecurity yang dirasakan staf akuntan.

Keterbatasan penelitian Agus yaitu kompleksnya masalah turnover,
sehingga faktor-faktor yang lain belum dipertimbangkan dalam model

penelitiannya. Faktor tersebut misalnya kondisi ekonomi makro yang
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fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Jumlah sampel
yang digunakan terlalu sedikit, meskipun sudah melewati batas minimum.
Hal tersebut dapat juga mempengaruhi keandalan pengujian data. Waktu
dalam menganalisis terlalu lama dikarenakan kurangnya data mengenai
instrumen yang digunakan. Penelitian Agus didasarkan pada penelitian
terdahulu yang dilakukan diluar negeri, sehingga faktor kondisi ekonomi dan

budaya tidak dapat dikontrol dalam model ini.

Persamaan dengan penelitian ini adalah :

Persamaan penelitian Agus dengan penelitian ini adalah
menggunakan konflik peran sebagai variabel antecedent (variabel pemicu)
dan menggunakan kepercayaan organisasi sebagai variabel consequent.
Media pengumpulan datanya sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan

kuisioner.

Perbedaan dengan penelitin ini adalah:

Periode pengamatan yang dilakukan penelitian Agus Arianto adalah
tahun 1999, sedangkan penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun
2011. Agus Arianto menggunakan staf profesional yang berada di Kantor
Akuntan Publik wilayah Surabaya dan Makasar, sedangkan penelitian ini
menggunakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah

Surabaya.
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2.1.4 Suwandi dan Nur Indriantoro (1999)

Suwandi dan Nur Indriantoro meneliti tentang “Pengujian Model
Turnover Pasewark dan Strawser : Studi Empiris pada Lingkungan
Akuntan Publik”. Hasil penelitian Suwandi dan Nur Indriantoro
mendukung penempatan variabel job insecurity sebagai faktor yang secara
langsung mempengaruhi keinginan berpindah staf akuntan. Dengan
demikian, komponen job insecurity dapat digunakan secara lebih baik
dalam menerangkan proses pembentukan keinginan berpindah kerja.

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan Suwandi dan Nur
Indriantoro adalah metode sampel yang tidak dilakukan secara random,
sehingga hanya terpusat pada kantor akuntan yang besar saja. Hal tersebut
juga dimungkinkan mempengaruhi hasil. Analisis jalur yangdigunakan
tidak dapat menunjukkan hubungan kausal antara berbagai variabel,
sehingga dapat dimungkinkan terjadi perbedaan model sesuai dengan data
hasil observasi. Hasil regresi bertingkat standar menolak kepuasan dan
kepercayaan sebagai prediktor keinginan berpindah, dikarenakan

kolinearitas yang mungkin menjadi penyebabnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah:
Persamaan penelitian Suwandi dan Nur Indriantoro dengan
penelitian ini adalah menggunakan konflik peran sebagai variabel

antecedent (variabel pemicu), menggunakan kepercayaan organisasi
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sebagai variabel consequent. Data yang digunakan sama Yyaitu

menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode kuisioner.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Periode penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Nur
Indriantoro adalah tahun 1999, sedangkan pnelitian ini dilakukan pada
tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian Suwandi dan Nur
Indriantoro adalah staff akuntan profesional pada Kantor Akuntan Publik
yang berdomisili di DKI Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Surabaya.

William R. Pasewark dan Jerry R. Strawser (1996)

Pasewark dan Srawser meneliti mengenai “The Determinants and
Outcomes Associated with Job Insecurity in a Professional Accounting
Enviranment”. Hasil penelitain  Pasewark dan Stawser adalah
menunjukkan beberapa faktor organisasi memiliki potensi menyimpulkan
formasi dari niat ingin berpindah. Pertama, tingginya tingkat konflik peran
dan perubahan organisasi berpengaruh terhadap perilaku staf akuntan.
Kedua, hal tersebut menyebabkan meningkatnya rasa ketidakamanan
dalam bekerja (konflik peran) dan kepercayaan organisasi berkurang
(perubahan organisasi). Ketiga, menurunnya tingkat komitmen organisasi

ketika rasa ketidakamanan dalam bekerja meningkat. Keempat, rendahnya
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tingkat komitmen organisasi dan kepuasan kerja dapat mengakibatkan niat
ingin berpindah semakin tinggi.

Keterbatasan dari penelitian Pasewark dan Stawser adalah tingkat
respon dalam penelitian ini adalah enam puluh empat persen, non response
bias dimungkinkan mempengaruhi hasil. Studi Pasewark dan Stawser
terbatas meneliti niat ingin berpindah staf akuntan di enam perusahaan
besar yang terletak di satu kota di negara-negara bersatu. Hasil tersebut
tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan lain atau kantor lain. Para
peneliti masa depan disarankan untuk meneliti keefektifan dari berbagai
metode yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif yang dirasakan

dari perubahan organisasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaan penelitian Pasewark dan Strawser dengan penelitian ini
adalah menggunakan konflik peran sebagai variabel antecedent (variabel
pemicu). Data yang digunakan sama yaitu menggunakan data primer yang

diperoleh melalui metode kuisioner.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Sampel yang digunakan dalam penelitian Pasewark dan Stawser
adalah staf akuntan pada enam perusahaan besar di satu kota, sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak di

wilayah Surabaya. Periode penelitian yang dilakukan oleh Pasewark dan
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Stawser adalah tahun 1996, sedangkan pnelitian ini dilakukan pada tahun

2011, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan hasil.

2.2 Landasan Teori

2.2.1

Berikut ini uraian teori-teori yang berkaitan dan mendasari penelitian ini:
Motivasi

Motivasi didefinisikan sebagai sesuatu yang ada pada diri
seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan dan
mengarahkan perilaku seseorang. Motivasi ada dalam diri seseorang
berwujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi
tersebut terdorong karena (1) keinginan untuk hidup, (2) keinginan untuk
memiliki sesuatu, (3) keinginan akan kekuasaan, (4) keinginan akan
adanya pengakuan. Manajer dan akuntan keperilakuan harus memotivasi
orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka memenuhi tujuan
organisasi (Arfan Ikhsan, 2010 : 58).

Teori kebutuhan Maslow mengungkapkan bahwa setiap individu
memiliki bermacam-macam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku
mereka. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam beberapa
kelompok yang tersusun dalam bentuk suatu hirarki yang terdiri dari
kebutuhan fisiologis (phycological), kebutuhan rasa aman (safety and
security), kebutuhan sosial (belonginess, social, and love), kebutuhan

dihargai (esteem), dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization).
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Gambar 2.1
HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW
Sumber : Gibson et.al., 2003

Salah satu jenjang kebutuhan dari hirarki kebutuhan Maslow
adalah safety dan security, yaitu kebutuhan bebas dari ancaman yaitu rasa
aman dari kejadian-kejadian di lingkungan sekitar yang menimbulkan
ancaman. Kebutuhan rasa aman dan bebas dari perasaan terancam
merupakan kebutuhan yang mendasar dari individu, sehingga untuk
mencapai tujuan tersebut individu akan selalu berusaha untuk mencari dan
mengusahakan yang terbaik menurut persepsinya terhadap dirinya sendiri.
Timbulnya rasa tidak aman dan terancam pada individu dapat
mengakibatkan rendahnya komitmen seseorang terhadap lingkungan
ataupun perusahaan tempatnya bekerja. Individu yang memiliki komitmen
yang tinggi terhadap perusahaan akan mempunyai kemungkinan yang
lebih kecil untuk mencari pekerjaan lain dan meninggalkan organisasi

(Gibson et.al., 2003 : 129-130).
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Persepsi

Persepsi adalah bagaimana  seseorang melihat  atau
mengintepretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak
atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu
mencerminkan kenyataan sebenarnya. Kenyataannya setiap orang memiliki
persepsinya sendiri atas suatu kejadian (Arfan Ikhsan, 2010 : 93).

Persepsi termasuk dalam teori psikologi yang memiliki pengertian
suatu proses dimana seorang individu memaknai lingkungannya yang
melibatkan pengorganisasian dan penafsiran menjadi suatu pengalaman
psikologis (Gibson et. al., 2003 : 95). Individu dalam berperilaku
menggunakan cara tertentu yang didasarkan tidak pada cara lingkungan luar
yang sebenarnya tetapi, lebih pada apa yang mereka lihat atau yakini, yaitu
persepsi karyawan terhadap situasi yang menjadi dasar perilakunya (Robins,

2006 : 200).

Konflik Peran

Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh
anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam
bekerja dan secara potensial dapat menurunkan motivasi kerja (Dwi Fitri
dan Bambang, 1999). Konflik peran terjadi ketika karyawan menerima lebih
dari satu perintah dari berbagai pihak yang menyebabkan karyawan tersebut
menjadi kesulitan dalam menentukan perintah mana yang harus dijalankan

terlebih dahulu tanpa membuat perintah lain terabaikan (Rizzo et. al, 1970).
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Koordinasi arus kerja berhubungan dengan seberapa baik berbagai
aktivitas kerja yang saling berhubungan dapat dikoordinasi dan seberapa
jauh individu mendapat informasi tentang kemajuan tugasnya. Kecukupan
wewenang berhubungan dengan sejauh mana individu mendapat informasi
tentang kemajuan tugasnya. Kecukupan wewenang berhubungan dengan
sejauh mana individu mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan
yang perlu dan mengatasi masalah kerja. Kecukupan komunikasi
berhubungan dengan derajat penyediaan informasi yang akurat dan tepat
waktu sesuai kebutuhan. Kemampuan adaptasi mengacu pada kemampuan
untuk menangani perubahan keadaan dengan baik dan tepat waktu

(Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999).

2.2.4 Jabatan Organisasi

Jabatan organisasi merupakan kedudukan individu dalam struktur
organisasi. Struktur organisasi adalah cara tugas pekerjaan dibagi,
dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Terdapat enam unsur
kunci yang perlu disampaikan ke manajer ketika mereka merancang
struktur organisasinya. Unsur-unsur tersebut adalah spesialisasi pekerjaan,
departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan
desentralisasi serta formalisasi (Robins 2006 : 585).

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Subbagian
Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi

Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi
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Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi
Pengawasan dan Konsultasi I11, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1V, dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA
Sumber : www.pajak.go.id

Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.01/2009
Paragraf Kedua Pasal 58 Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai
tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib
Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak
Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Pasal 59 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan

fungsi:

a.

Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan.

Penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,
serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya.

Penyuluhan perpajakan.

Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi.

Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

Pelaksanaan intensifikasi.

. Pembetulan ketetapan pajak.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan administrasi kantor.
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Pasal 61 peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.01/2009,
menjelaskan mengenai tugas dari masing-masing bagian dalam struktur
organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi
perpajakan, perekaman
dan e-Filing,pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan
Kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan
berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan,
serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan
registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama.

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan
aktif, usulan penghapusan.

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi

pemeriksaan perpajakan lainnya.
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6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam
menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi
I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi Ill, serta Seksi Pengawasan dan
Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib  Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib
Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan
intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Penelitian Adler dan Aranya dalam Dwi dan Imam (2002)
menemukan bahwa jabatan yang lebih tinggi dalam tingkatan hirarki
organisasi membuat individu memiliki aktualisasi diri yang lebih kuat,
kepuasan kerja, serta komitmen profesi dan organisasi yang lebih kuat.
Penelitian Aranya dan Ferris (1984) juga mendukung penelitian tersebut
dimana seorang pimpinan organisasi memiliki komitmen yang lebih tinggi
pada organisasi tempatnya bekerja dan memiliki komitmen yang tinggi

terhadap profesinya sebagai akuntan jika dibandingkan dengan anggota staf.



2.2.5

2.2.6

23

Kepercayaan Organisasi

Kepercayaan didefinisikan sebagai komponen kognitif dari sikap.
Kepercayaan mungkin berdasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan
prasangka (prejudice), atau berdasarkan intuisi. Apakah seseorang percaya
atau tidak terhadap suatu fakta tertentu tidak mempengaruhi potensi dari
kepercayaan untuk membentuk sikap atau mempengaruhi perilaku. Orang
akan Dbertindak sebagai pemikir tunggal yang energik terhadap
kepercayaan sebagaimana halnya terhadap kepercayaan ilmiah (Arfan
Ikhsan, 2010 : 79).

Kepercayaan organisasi merupakan gambaran dari kemampuan
yang diperlihatkan oleh organisasi untuk memenuhi komitmen organisasi
tersebut terhadap karyawannya (Steers 1977 dalam Pasewark dan Stawser,
1996). Menurut Suwandi dan Nur Indriantoro (1999), hubungan individu
dengan organisasi di awali dengan membangun kepercayaan terlebih
dahulu dengan organisasi, selanjutnya perasaan tersebut dikembangkan
dan diwujudkan dalam bentuk timbulnya keterikatan dan identifikasi
pribadi yang kuat pada organisasi. Whitenner dalam Utami (2009)
mengungkapkan bahwa kepercayaan adalah kunci untuk memfungsikan

organisasi dengan baik.

Komitmen Profesi
Profesi merupakan pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan

(knowledge) yang tinggi atau kompleks. Pekerjaan akuntan didasarkan
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pada pengetahuan yang tinggi dan hanya bisa dilakukan oleh individu
dengan kemampuan tertentu dan latar belakang pendidikan tertentu,
sehingga tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan ini. Profesi
berkaitan dengan pengakuan sosial. Sebelum suatu profesi memperoleh
pengakuan sosial, praktisi harus memiliki atribut profesionalisme yang
mencakup:
1. Keyakinan bahwa pekerjaannya secara sosial adalah penting.
2. Berdedikasi terhadap pekerjaannya.
3. Membutuhkan otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Dukungan terhadap pengaturan-sendiri (self-regulation)
5. Berafiliasi dengan praktisi lainnya (Ivan dan Imam, 2006 : 35).
Komitmen profesi diartikan sebagai intensitas identifikasi dan
keterlibatan kerja individu dengan profesi tertentu. Identifikasi ini
membutuhkan beberapa tingkat kesepakatan dengan tujuan dan nilai
profesi termasuk nilai moral dan etika (Mowday et.al, 1982 dalam
Gunawan dan Arifin, 2003). Aranya et.al (1981) dalam Poznanski dan
Bline (1997) menyatakan bahwa komitmen profesi adalah:
1. Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai
profesi.
2. Sebuah kemauan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh guna
kepentingan profesi.
3. Sebuah keinginan untuk menjaga dan mempertahankan

keikutsertaan dalam profesi.
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2.2.7 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

(Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id)

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah
pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai
Direktorat Jenderal Pajak (Pegawai) dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Melalui kode etik,
segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk
mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kewajiban
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang
lain.
2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
a. Bekerja secara profesional meliputi:

1. Integritas, vyaitu ukuran kualitas moral pegawai Yyang
diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela,
dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

2. Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan pegawai terhadap setiap
ketentuan yang berlaku.

3. Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan
dan penguasaan atas bidang tugas pegawai sehingga mampu

melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.


http://www.pajak.go.id/
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b. Bekerja secara transparan, yaitu setiap pegawai bersikap terbuka
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kerahasiaan jabatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap
harus diterapkan.

c. Bekerja secara akuntabel artinya Pegawai harus bertanggung jawab
dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas
setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka
pelaksanaan tugas.

Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat

Jenderal Pajak.

Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau

pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.

Mentaati perintah kedinasan.

Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang

berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

Semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mengerjakan semua

perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Pegawai berhak

menolak perintah dari atasan yang tidak berhubungan dengan
kedinasan.

Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik

Direktorat Jenderal Pajak.

Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.
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Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan.

Sebagai anggota masyarakat, pegawai harus menjadi teladan dalam

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku,

antara lain:

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Mengisi SPT dengan lengkap, benar, dan jelas.

c. Melaporkan SPT tepat waktu.

d. Membayar pajak yang terutang atau pajak yang masih harus
dibayar.

Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Larangan

1.

2.

3.

Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.

Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.
Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak
langsung.

Menyalahgunakan fasilitas kantor.

Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung
maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak
lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga
memiliki  kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau

pekerjaannya.
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6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.
7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan
gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi

milik Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.8 Hubungan Konflik Peran terhadap Variabel Consequences

Penelitian Khan dkk., Jackson dan Schuler dalam Dwi Fitri dan
Bambang (1999) menemukan bahwa konflik peran memiliki dampak
terhadap perilaku karyawan, misalnya timbul ketegangan Kerja,
peningkatan perputaran kerja yang diakibatkan oleh perpindahan
karyawan, penurunan kepuasan kerja, penurunan Kinerja secara
keseluruhan dan penurunan kepercayaan pada organisasi.

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak dituntut memberikan pelayanan
yang baik terhadap wajib pajak dan memberikan penyuluhan agar dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Selain tugas yang
sudah ditetapkan, koordinasi dari seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak
sangat diperlukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan
Pemerintah. Target yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan setiap
tahun akan meningkat, sehingga penetapan target tersebut juga semakin
meningkat di tahun berikutnya. Komisi X1 DPR RI dan Kementerian
Keuangan menyepakati target penerimaan perpajakan pada tahun 2012
naik Rp 5 triliun, menjadi sekitar Rp 1.024,3 triliun (Kompas.com).

Individu dapat mengalami tingkat konflik peran yang tinggi apabila
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dihadapkan pada lingkungan yang menekankan pada pencapaian target
(Dwi Fitri dan Bambang, 1999).

Menurut Suwandi dan Nur Indriantoro (1999) Akuntan yang
merasa tidak nyaman dalam bekerja karena konflik peran yang dialaminya
dapat mengakibatkan penurunan pada kepercayaan pada organisasinya.
Mathie dan Zajac dalam Dwi dan Imam (2002) menunjukkan bahwa
karyawan yang mempunyai level konflik peran yang lebih tinggi akan
mempunyai komitmen organisasi yang lebih rendah. Hasil penelitian
Mahfuz (2011) juga mendukung adanya hal tersebut, konflik peran
merupakan prediktor dari komitmen dimana individu yang memiliki
tingkat konflik peran lebih tinggi cenderung kurang berkomitmen untuk

organisasi.

2.2.9 Hubungan Jabatan Organisasi terhadap Variabel Consequences

Penelitian Aranya dan Ferris (1984) menemukan bahwa seorang
manajer memiliki komitmen yang lebih tinggi pada organisasi tempatnya
bekerja dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya sebagai
akuntan jika dibandingkan dengan anggota staf. Kedudukan paling tinggi
dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah kepala
kantor. Semakin tingginya kedudukan pegawai dalam struktur organisasi
Kantor Pelayanan Pajak (sebagai kepala) memiliki wewenang yang lebih
besar dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang besar jika

dibandingkan dengan staf. Seorang pemimpin cenderung memiliki
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kepercayaan pada organisasi dan profesinya dikarenakan memiliki otoritas
yang lebih besar dalam suatu organisasi. Pegawai yang berkedudukan
sebagai staf memiliki tanggung jawab yang kecil dan otoritas yang lebih
kecil kepercayaan organisasi dan komitmen terhadap profesinya cenderung
kurang kuat. Adler dan Aranya dalam Dwi dan Imam (2002) juga
menemukan bahwa individu yang memiliki jabatan lebih tinggi dalam
tingkatan hirarki suatu organisasi membuat individu memiliki aktualisasi
diri yang lebih kuat, kepuasan kerja, serta komitmen profesi dan organisasi

yang lebih kuat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu dalam

penelitian ini, maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

_ .| Kepercayaan

Konflik Peran # Organisasi

Jabatan Komitmen

Organisasi »| profesi
Gambar 2.2

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

antara variabel antesedents (variabel pemicu) yaitu konflik peran dan
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jabatan organisasi terhadap variabel consequences (variabel konsekuensi)

yaitu kepercayaan organisasi dan komitmen profesi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari landasan teori yang ada maka dalam
penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H; . Konflik peran berpengaruh terhadap kepercayaan organisasi.
H, . Konflik peran berpengaruh terhadap komitmen profesi.
Hs; . Jabatan organisasi berpengaruh terhadap kepercayaan organisasi.

H, . Jabatan organisasi berpengaruh terhadap komitmen profesi.





